
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2016 NOMOR 22 
 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 22 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN 
ALOKASI DANA DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah 

pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka Peraturan 
Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi 
Dana Desa perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
memetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa; 



 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
 
 
 



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
berubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2093); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 5); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99); 

 
 
 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 
24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 211); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 
2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 
212); 

18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan 
Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan 
Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara 
Tahun 2015 Nomor 25); 

19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Tunjangan Dan 
Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan 
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4);  

20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan 
Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 
5); 



21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55); 

22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian 
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.  

 
Pasal I 

 
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 14 Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15) diubah, sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 14 
 

(1) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap dengan 
menggunakan pola transfer atau pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui 
bank yang ditunjuk. 

(2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan Keputusan Bupati.  

 
 
 



(3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dan 
diatur sebagai berikut : 
a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh per seratus) 

dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan 
setelah Kepala Desa menyampaikan berkas pengajuan 
penyaluran kepada Bupati melalui Camat yang terdiri 
dari : 
1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Desa (RKP Desa) tahun berjalan yang disusun 
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); 

2. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan 
yang disusun dengan berpedoman pada RKP Desa 
tahun berkenaan; 

3. Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertangungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB 
Desa tahun sebelumnya;  

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
(LPPD) dari Kepala Desa kepada Bupati, tahun 
sebelumnya; 

5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
tahun berjalan; 

6. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Rekening Kas Desa tahun berjalan; 

7. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
(PTPKD) tahun berjalan; 

8. Laporan realisasi penyerapan dana ADD tahun 
sebelumnya. 

9. Profil Desa tahun sebelumnya. 
 
 
 



b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus) 
dari besaran ADD yang diterima oleh Desa disalurkan 
setelah Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD 
Tahap Kedua kepada Bupati melalui Camat dengan 
menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD 
tahap pertama minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima 
per seratus); dan 

c. Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD dilampiri 
dengan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan 
bermaterai dari Camat  sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
(4) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran 

ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(5) Pengajuan permohonan penyaluran ADD untuk pembayaran 
Pengahasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : 
a. Peraturan Kepala Desa tentang pengeluaran desa yang 

dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa; 

b. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran 
Penghasila Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 

c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Rekening Kas 
Desa. 

(6) Terhadap Kepala Desa yang telah mengajukan permohonan 
penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), maka jumlah dana penyaluran ADD Tahap 
pertama yang sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari 
besaran ADD yang diterima oleh Desa, disalurkan setelah 
dikurangi dengan jumlah dana yang telah disalurkan untuk 
pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa.  

 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 
Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal  13-5-2016 
  
BUPATI BANJARNEGARA, 

Cap ttd, 
SUTEDJO SLAMET UTOMO 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal  13-5-2016  
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNAGARA 
             Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEAGARA TAHUN 2016 
NOMOR 22 

Mengetahui sesuai aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Cap ttd, 

 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si 
Pembina 

NIP. 19721030 199703 1 003 
 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 22 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN 
ALOKASI DANA DESA 

I. UMUM 
 Perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara 
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian ADD 
ini antara lain dimaksudkan untuk memberikan kemudahan 
dan kelancaran kepada pemerintah Desa dalam hal 
penyaluran ADD dan jumlah dana yang disalurkan dalam 
setiap tahap penyalurannya sehingga menunjang kelancaran 
penyelenggaran tugas dan kewenangan yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah Desa. 
 Percepatan penyaluran ADD ke Desa harus tetap 
memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu 
penyaluran ADD akan dilakukan berdasarkan kinerja atas 
penyaluran dan penyerapan serta penggunaan ADD tahap 
sebelumnya. 
 Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan 
penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, 
mekanisme pelaporan ADD akan lebih dipertajam sehingga 
pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran ADD. 
 
 
 
 
 
 
 



II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
 Angka 1 

Cukup jelas. 
Psal II 

Cukup jelas.   
 
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 62 




